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Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1). Apa yang 

menyebabkan perempuan menjadi korban kekerasan seksual?. 2). 

Bagaimanakah penegakan hukum bagi pelaku kekerasan/pelecehan 

seksual terhadap perempuan?. Tujuan dalam penelitian ini adalah : 

Untuk mengetahui apa yang menyebabkan perempuan menjadi 

korban kekerasan seksual. Untuk mengetahui penegakan hukum bagi 

pelaku kekerasan/ pelecehan seksual terhadap perempuan. 

Berdasarkan karakteristik penelitian ini, maka untuk mencari 

jawaban atas permasalahan yang dikemukakan digunakan metode 

penelitian hukum normatif. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah: 

Kekerasan terhadap perempuan dan anak berakar dari sistem tata 

nilai yang mendudukan perempuan dan anak sebagai makhluk yang 

lemah dan rendah. Selain itu, alasan-alasan yang melekat pada 

karakteristik pribadi korban. Kekerasan/pelecehan seksual yang 

dialami oleh korban diakibatkan oleh tingkah laku korban sendiri 

yang mengundang atau bahwa korban memiliki karakteristik 

kepribadian tertentu yang menyebabkannya mudah mengalami 

kekerasan/ pelecehan seksual. Penegakan hukum terhadap pelaku 

kekerasan/pelecehan seksual terhadap perempuan diatur dalam 

KUHP yaitu: Merusak kesusilaan didepan umum (Pasal 281, 283, 

283 bis); Perzinahan (Pasal 284); Pemerkosaan (Pasal 285); 

Pembunuhan (Pasal 338); Pencabulan (Pasal 289, 290, 292, 293 

(1), 294, 295 (1). Khususnya Pasal 285 tentang Perkosaan 

merupakan suatu perbuatan yang sangat menggoncangkan 

perempuan sebagai korban kekerasan seksual karena menanggung 

aib seumur hidupnya dan mengakibatkan dampak yang sangat besar 

dalam kelangsungan hidupnya sehingga ancaman hukuman yang 

diberikan adalah 12 (dua belas) tahun.  
 

 

I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Tindak pidana pelecehan seksual merupakan suatu persoalan yang sangat serius dalam 

kehidupan bermasyarakrat, karena selain menjadi beban berat baik pisik maupun psikis oleh 

korban, tindak pidana pelecehan seksual ini merupakan persoalan yang membebani Negara. 

Sering kali kita membaca dan mendengar baik dari media cetak maupun dari media 

elektronik mengenai terjadinya tindak pidana pelecehan sexsual. Bahkan terjadinya tindak 

pidana pelecehan seksual ini tidak hanya di kota-kota besar saja yang relatif lebih maju 

kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, melainkan juga terjadi di pelosok-

pelosok atau pedesaan yang relative masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat setempat, 

terutama pada kalangan masyarakat yang ekonominya lemah. 
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Sebagaimana kita ketahui bahwa sejak tanggal 31 Desember 1981 telah diundangkan 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang lebih dikenal dengan Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP ini merupakan salah satu produk hukum bangsa 

Indonesia yang mempunyai predikat “Karya Agung” dimana KUHAP sangat memperhatikan 

hak-hak seorang yang tersangkut tindak pidana, mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, 

penuntutan, putusan pengadilan oleh hakim, hingga pelaksanaan putusan. Dalam proses 

peradilan pidana baik tersangka (offender) maupun korban kejahatan (victim of crime) 

menghendaki keadilan. Pengertian hukum acara pidana dimaksud, dapat diketahui bahwa 

hukum acara pidana memberi petunjuk kepada aparat penegak hukum mengenai prosedur 

untuk mempertahankan hukum pidana materil, bila ada seseorang atau sekelompok orang 

yang disangka/ dituduh melanggar hukum pidana. Hukum acara pidana tidak semata-mata 

menerapkan hukum pidana, tetapi lebih menitikberatkan pada proses dari pertanggung 

jawaban seseorang atau sekelompok orang yang diduga dan/ atau didakwa telah melakukan 

perbuatan pidana.1 

Sebagai Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Hukum 

merupakan salah satu pranata yang dibutuhkan untuk mengantisipasi perkembangan yang 

pesat dalam kehidupan manusia. Selain itu hukum juga diperlukan untuk mengantisipasi 

penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Salah satu bentuk penyimpangan yang dilakukan 

oleh masyarakat misalnya munculnya suatu tindak pidana yang menyebabkan terganggunya 

kenyamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat Pada khususnya dan kehidupan 

bernegara pada umumnya. Pada dasarnya segala macam tindak pidana kebanyakan 

dampaknya merugikan masyarakat luas.2 Hukum merupakan institusi yang secara terus-

menerus membangun dan merubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih 

baik. Kualitas kesempurnaan ini bisa diverifikasikan kedalam faktor keadilan, kesejahteraan, 

kepedulian kepada rakyat dan lain sebagainya.3 

Dalam memberantas tindak pidana yang muncul dalam kehidupan masyarakat 

dibutuhkan suatu produk hukum yang dapat menegakkan keadilan dan dapat menjadi sarana 

pengayoman masyarakat. Untuk menangani hal tersebut, Negara Indonesia berpedoman pada 

hukum Pidana. Mezger memberi definisi hukum pidana adalah aturan hukum yang 

mengikatkan pada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat berupa 

pidana.4 W.L.G Lemaire memberikan pengertian mengenai hukum pidana itu terdiri dari 

norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk 

undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu 

penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum 

pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-

tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat 

suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaaan-keadaan bagaimana yang 

dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.5 Sementara perumusan strafbaarfeit 

menurut Van Hamel dalam buku Satochid Kartanegara adalah kelakuan orang yang 

dirumuskan dalam Undang-Undang, bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan 

dilakukan dengan kesalahan.6 Sedangkan pendapat Pompe mengenai strafbaarfeit adalah 

sebagai berikut: “strafbaarfeit itu dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang 

 
1Zainuddin Ali, Pengantar Hukum Indonesia, Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, Ciputat, 2015, hlm. 

258. 
2Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 1 
3Wahyu Wahyu, “THE PROGRESIVE RECHTSVINDING IN CRIMINAL JUSTICE PROCESS,” 

Tadulako Law Review 1, no. 2 (31 Desember 2016): 214–27.Di Akses 26 Mei 2022. 
4Sudarto, Hukum Pidana 1, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990, hlm. 1. 
5P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 1-2. 
6Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Bagian Pertama, Balai Rektur Mahasiswa, Jakarta, 1955, hlm. 4 
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sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh pelaku”.7 Seseorang mempunyai kesalahan 

bilamana pada waktu melakukan tindak pidana, dari segi kemasyarakatan ia dapat dicela oleh 

karena perbuatannya tersebut. Sedangkan pengertian pertanggung jawaban pidana adalah 

diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subyektif kepada 

seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.8 

Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah 

pertanggungjawaban pidana.9 Pengertian tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya 

dirumuskan oleh KUHP.10 Proses (pelaksanaan penegakan hukum) pidana merupakan suatu 

bentuk pemeriksaan yang dilakukan menurut tata cara yang ditentukan oleh undang-undang 

(Pasal 3 KUHAP), Undang-undang ini menentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban 

mereka yang ada dalam proses dimana pelaksanaan dan hak dan kewajiban mereka itu 

menjadi intinya proses.11 Para sarjana Indonesia mengistilahkan strafbaarfeit itu dalam arti 

yang berbeda, diantaranya Moeljanto menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu: 

“perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi 

yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa larangan tersebut”.12  

Adapun hak victim of crime dikemas sangat minim, bahkan tidak diakomudir oleh 

KUHAP, walaupun kita mengetahui bahwa, derita yang dialaminya sudah dirasakan ketika 

terjadinya kejahatan, saat melapor hingga mengikuti proses persidangan. Trauma akibat akan 

menerima perlakuan tidak menyenangkan dari lingkungannya. Hal ini berimplikasi pada 

enggannya victim of crime untuk melapor kejadian yang dideritanya, karena semula laporan 

itu bertujuan untuk mengurangi beban masalah yang dideritanya, menjadi permasalahan baru 

baik berupa cemooh dari masyarakat maupun dari aparatur penegak hukum yang terkadang 

kurang responsip dan tidak bersahabat, belum lagi karena adanya intimidasi dari offender 

terhadap victim of crime. 

Berbagai hasil penanganan terhadap kasus kejahatan pelecehan seksual menunjukkan 

bahwa sistem penegakan hukum pidana terutama untuk mencegah berbagai praktik kejahatan 

di bidang seksual masih lemah. Umumnya kejahatan seksual nanti terungkap ketika korban 

mengadu atau keluarga korban melaporkan telah terjadi pelecehan seksual. Tidak adanya 

upaya pencegahan dan tidak adanya hukuman yang berat, bagi pelaku pelecehan seksual 

menyebabkan perbuatan tersebut terus berulang. 

 

I.PEMBAHASAN 

A. Penyebab Perempuan Menjadi Korban Kekerasan Seksual 

Kekerasan terhadap perempuan dan anak ditengarai berakar dari sistem tata nilai yang 

mendudukan perempuan dan anak sebagai makhluk yang lemah dan rendah. Oleh karena 

itu, peran laki-laki sudah dianggap sepantasnya dominan dibanding perempuan. Selain itu, 

kekerasan terhadap perempuan dan anak juga dapat diawali dari praktek intimidasi, 

penyalahgunaan kepercayaan dalam pergaulan remaja dan hilangnya hati nurani pelakunya. 

Dalam hidup kesehariannya, seorang perempuan senantiasa berhadapan dengan kekerasan, 

 
7Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 173-174. 
8Chairil Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban 

Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm. 19. 
9Admaja Priyatno, Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Di 

Indonesia, CV. Utomo, Bandung, 2004, hlm. 15. 
10Sianturi S.R, Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, Storia Grafika, Jakarta, 

2002, hlm. 204. 
11Inggrid Hasanudin, “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ANAK YANG 

BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA,” Tadulako Master Law Journal 

4, no. 3 (30 Agustus 2020): 374–94.Di Akses 26 Mei 2022. 
12C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Pokok-pokok Hukum Pidana, Pradnya Paramita, Jakarta, 

2004, hlm. 54. 
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pemaksaan dan penyiksaan fisik maupun psikis. Penganiayaan dan kekerasan fisik dapat 

dibilang cukup sering menimpa perempuan. Begitu pula halnya dengan anak. Perempuan 

tidak sebatas sebagai obyek pemuas seks kaum laki-laki dan selalu akrab dengan beragam 

kekerasan, namun juga sebagai kaum yang dipandang lemah, yang selalu harus dikuasai, di 

eksploitasi dan di perbudak laki-laki. Perempuan telah menempati strata inferior akibat 

perilaku superioritas yang ditunjukkan laki-laki yang congkak menunjukkan kekuatan 

fisiknya. 

Tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan ancaman terus menerus 

dimanapun di dunia. Akan tetapi, harus diingat bahwa kedudukan perempuan di sebagian 

dunia tidak dianggap sejajar dengan laki-laki, membuat masalah ini menjadi suatu momok 

bagi kaum perempuan. Terlebih lagi, rasa takut kaum perempuan terhadap kejahatan (fear of 

crime) jauh lebih tinggi dibandingkan dengan apa yang dirasakan kaum laki-laki. 

Pernyataan ini berlaku di seluruh dunia tanpa memandang batas wilayah maupun waktu. 

Kenyataan menunjukkan bahwa sebagian besar korban kejahatan adalah laki-laki, tetapi 

dapat dipahami bahwa kerentanan kaum perempuan secara kodrati (dalam aspek jasmaniah) 

membuat fear of crime mereka lebih tinggi.13 Derita yang dialami perempuan dan anak baik 

pada saat maupun setelah terjadi kekerasan, pada kenyataannya jauh lebih traumatis daripada 

yang dialami laki-laki. 

Kekerasan terhadap perempuan dan anak ditengarai berakar dari sistem tata nilai yang 

mendudukan perempuan dan anak sebagai makhluk yang lemah dan rendah. Oleh karena 

itu, peran laki-laki sudah dianggap sepantasnya dominan dibanding perempuan. Selain itu, 

kekerasan terhadap perempuan dan anak juga dapat diawali dari praktek intimidasi, 

penyalahgunaan kepercayaan dalam pergaulan remaja dan hilangnya hati nurani pelakunya.14 

Dalam hidup kesehariannya, seorang perempuan senantiasa berhadapan dengan 

kekerasan, pemaksaan dan penyiksaan fisik maupun psikis. Penganiayaan dan kekerasan fisik 

dapat dibilang cukup sering menimpa perempuan. Begitu pula halnya dengan anak. 

Perempuan tidak sebatas sebagai obyek pemuas seks kaum laki-laki dan selalu akrab dengan 

beragam kekerasan, namun juga sebagai kaum yang dipandang lemah, yang selalu harus 

dikuasai, di eksploitasi dan di perbudak laki-laki. Perempuan telah menempati strata inferior 

akibat perilaku superioritas yang ditunjukkan laki-laki yang congkak menunjukkan kekuatan 

fisiknya.15 

Tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan ancaman terus menerus 

dimanapun di dunia. Akan tetapi, harus diingat bahwa kedudukan perempuan di sebagian 

dunia tidak dianggap sejajar dengan laki-laki, membuat masalah ini menjadi suatu momok 

bagi kaum perempuan. Terlebih lagi, rasa takut kaum perempuan terhadap kejahatan (fear of 

crime) jauh lebih tinggi dibandingkan dengan apa yang dirasakan kaum laki-laki. 

Pernyataan ini berlaku di seluruh dunia tanpa memandang batas wilayah maupun waktu. 

Kenyataan menunjukkan bahwa sebagian besar korban kejahatan adalah laki-laki, tetapi 

dapat dipahami bahwa kerentanan kaum perempuan secara kodrati (dalam aspek jasmaniah) 

membuat fear of crime mereka lebih tinggi.16 Derita yang dialami perempuan dan anak baik 

pada saat maupun setelah terjadi kekerasan, pada kenyataannya jauh lebih traumatis daripada 

yang dialami laki-laki. Ada tiga penjelasan besar mengenai terjadinya tindakan 

kekerasan/pelecehan seksual tersebut yakni: 

 
13 S ita Aripurnami, Kekerasan Terhadap Perempuan, Aspek-Aspek Sosial Budaya Dan Pasal 5 Konvensi 

Perempuan, Alumni, Bandung, 2000, hlm-113. 
14 E.Kristi Poerwandari, Kekerasan Terhadap Perempuan; Tinajuan Psikologi dan Feministik, Alumni, 

Bandung, 2000, hlm-24. 
15 Harkristuti Harkrisnowo, Hukum Pidana Dan Kekerasan Terhadap Perempuan, Alumni, Bandung, 2000, 

hlm-85. 
16 Barda Nawawi Arief, 2002, Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 
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1. Penjelasan yang mengarah ke kondisi internal, karakteristik pribadi pelaku 

kekerasan/pelecehan seksual yang menyebabkan kekerasan seksual terjadi. Misalnya, 

bahwa kekerasan/pelecehan seksual dilakukan oleh orang-orang yang terganggu, tertekan, 

memiliki banyak konflik dan masalah, yang kemudian direspons dengan cara melakukan 

kekerasan/ pelecehan seksual pada orang disekitarnya. Bagi perempuan dan anak yang 

mengalaminya, tindakan kekerasan/pelecehan seksual ini bukan merupakan hal yang 

umum, melainkan hal yang sangat kasuistik. 

2. Penjelasan yang mengarah ke alasan-alasan yang melekat pada karakteristik pribadi 

korban. Disini, kekerasan/pelecehan seksual yang dialami oleh korban diakibatkan oleh 

tingkah laku korban sendiri yang mengundang atau bahwa korban memiliki karakteristik 

kepribadian tertentu yang menyebabkannya mudah mengalami kekerasan/ pelecehan 

seksual. Korban sendiri yang mem’provokasi’ terjadinya tindakan kekerasan/pelecehan 

seksual terhadap dirinya sendiri Penjelasan feministik, dimana kekerasan/pelecehan 

seksual terhadap perempuan merupakan produk struktur sosial dan sosialisasi dalam 

masyarakat yang mengutamakan dan menomor-satukan kepentingan dan perspektif laki-

laki, sekaligus menganggap perempuan sebagai jenis kelamin yang lebih rendah dan 

kurang bernilai dibandingkan laki-laki. Kekerasan/pelecehan seksual yang dialami 

perempuan merupakan suatu hal yang cukup umum terjadi sebagai konsekuensi struktur 

masyarakat yang mementingkan dan didominasi laki-laki.17 

B. Penegakan Hukum Bagi Pelaku Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap 

Perempuan 

Berbagai badan dan pranatapun telah dibentuk untuk melakukan pemberdayaan 

terhadap perempuan, baik oleh negara maupun oleh civil society. Akan tetapi ternyata 

kendala-kendala sosial-budaya, khususnya struktur masyarakat yang patriarkal, harus diakui 

merupakan kendala yang paling sulit untuk disingkirkan dalam upaya meningkatkan 

kesetaraan gender. Di negara dan daerah konflik, kedudukan perempuan bahkan makin 

terpuruk dengan adanya berbagai tindakan kekerasan yang menciptakan korban-korban 

perempuan baru dalam jumlah yang cukup banyak, baik secara fisik (misalnya perkosaan, 

perbuatan cabul) maupun psikologis (pelecehan, teror). 

Hukum Indonesia tidak mengenal istilah kekerasan terhadap perempuan, meskipun 

fakta ini muncul semakin marak di berbagai penjuru Indonesia. Oleh karenanya Indonesia 

sampai dengan saat ini belum mempunyai suatu Undang- undang yang secara khusus 

mengatur tentang penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Yang dipakai 

saat ini apabila terjadi tindak kekerasan terhadap seorang perempuan adalah Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Domestic violence atau kekerasan domestik atau 

kekerasan seksual, hanyalah salah satu bentuk dari fenomena kekerasan yang dialami oleh 

sebagian perempuan di belahan dunia termasuk di Indonesia. Walaupun korban kekerasan 

domestik atau kekerasan seksual tidak terbatas pada perempuan (dewasa maupun anak), akan 

tetapi data/fakta yang ada menunjukkan bahwa perempuanlah yang paling sering 

mengalaminya dibandingkan dengan kaum laki-laki. 

Kejahatan kekerasan (violence crime) dikategorikan sebagai bentuk perbuatan yang 

melanggar hak-hak asasi perempuan. Kekerasan terhadap perempuan adalah suatu sifat atau 

keadaan yang mengandung kekuatan, tekanan dan paksaan. Kekerasan terkait dengan paksaan 

yang berarti tekanan yang keras.18 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mengenal pelecehan seksual, 

 
17 Munandar Sulaeman dan Siti Homzah, Kekerasan Terhadap perempuan; Tinjauan Dalam Berbagai Disiplin 

Ilmu dan Kasus Kekerasan, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 78-79 
18 Nanda Yunisa, UURI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), 

edisi lengkap, Permata Press, tanpa tahun, hlm. 1 



Nurul Andini,et.al (Penegakan Hukum Terhadap Perempuan Korban Pelecehan) 

 

21 
 

yang ada adalah tindak pidana kejahatan kesusilaaan (Misdrijven tegen de zeden) yang antara 

lain termasuk tindak pidana pemerkosaan dan tindak pidana pencabulan. Bagi pelaku tindak 

pidana pemerkosaan, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun 

sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP. 

Menyadari sempitnya makna perkosaan yang terkandung dalam KUHP ini, maka dalam 

perkembangannya para perumus Rancangan KUHP tidak lagi melihat perkosaan itu sebagai 

persoalan moral semata-mata (moral offence) tetapi di dalamnya juga mencakup masalah 

anger and violence, yang dianggap merupakan pelanggaran dan pengingkaran terhadap 

hak-hak asasi manusia, khususnya hak asasi perempuan.19 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan sangat rentan untuk menjadi korban 

kejahatan (victim of crime) di bidang kesusilaan. Makin maraknya kejahatan seksual tidak 

hanya menimpa perempuan dewasa, tapi juga menimpa anak-anak di bawah umur. Anak-

anak perempuan ini dijadikan sebagai obyek komoditas (perdagangan) atau pemuas nafsu 

bejat (animalistik) dari seseorang atau kelompok tertentu yang menjalankan bisnis seksual 

guna meraih keuntungan ekonomi berlipat ganda.20 

Di Indonesia, puluhan ribu perempuan di bawah usia 18 (delapan belas) tahun, 

berkeliaran siang dan malam sebagai komoditas seks, baik ke pasar seks domestik maupun 

manca negara. Selain menjadi komoditas seks, terdapat berjuta- juta anak Indonesia yang 

terpaksa bekerja sebelum waktunya secara tidak layak, dalam berbagai bentuk pekerjaan, 

seperti mengemis, menjajakan surat kabar di jalanan atau mengais-ngais gundukan sampah. 

Menurut catatan data anak-anak internasional Persatuan Bangsa-Bangsa (UNICEF= United 

Nations Internastional Children’s Fund) menyebutkan, bahwa setiap tahun sekurang-

kurangnya ada sejuta anak yang menjadi korban perdagangan seks di seluruh dunia. Sebagian 

besar dari mereka dari kawasan Asia. 21 Begitu banyaknya kekerasan seksual, kejahatan 

ataupun pelecehan seksual yang dilakukan terhadap perempuan dan anak, dimana 

kekerasan/pelecehan seksual ini banyak juga terjadi dalam lingkup rumah tangga sehingga 

pemerintah Indonesia kemudian menerbitkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Lahirnya UU No. 23 Tahun 2004 

dilatarbelakangi oleh perkembangan dewasa ini yang menunjukkan bahwa tindakan 

kekerasan dalam rumah tangga pada kenyataannya sering terjadi dalam kehidupan 

masyarakat baik dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual maupun penelantaran rumah 

tangga dan korbannya adalah perempuan dan anak.22 

Konsiderans UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah 

Tangga huruf (c) menyebutkan bahwa: “korban kekerasan dalam rumah tangga, yang 

kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau 

masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, 

atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.” Harapan UUPKDRT 

No. 23 Tahun 2004 adalah masyarakat luas lebih bisa melaksanakan hak dan kewajibannya 

dalam lingkup rumah tangganya sesuai dengan dasar agam yang dianutnya. Penegak hukum 

dan aparat terkait dalam penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga akan lebih 

sensitif dan responsif terhadap penanganan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga untuk 

pencegahan, perlindungan dan penegakan keadailan.  

III. PENUTUP  

 
19 Koesnandi Hardjo Soemantrim, 2005, Hukum Tata Lingkungan, Gadjah Mada -University Press, Yogyakarta. 
20 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, 

Refika Aditama, Bandung, 2013 
21 Munandar Sulaeman dan Siti Homzah, Kekerasan Terhadap perempuan; Tinjauan Dalam Berbagai Disiplin 

Ilmu dan Kasus Kekerasan, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 78-79 
22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 1999. 
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A. Kesimpulan 

Kekerasan terhadap perempuan dan anak berakar dari sistem tata nilai yang 

mendudukan perempuan dan anak sebagai makhluk yang lemah dan rendah. Selain itu, 

alasan-alasan yang melekat pada karakteristik pribadi korban. Kekerasan/pelecehan 

seksual yang dialami oleh korban diakibatkan oleh tingkah laku korban sendiri yang 

mengundang atau bahwa korban memiliki karakteristik kepribadian tertentu yang 

menyebabkannya mudah mengalami kekerasan/ pelecehan seksual. 

Penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan/pelecehan seksual terhadap perempuan 

diatur dalam KUHP yaitu: Merusak kesusilaan didepan umum (Pasal 281, 283, 283 bis); 

Perzinahan (Pasal 284); Pemerkosaan (Pasal 285); Pembunuhan (Pasal 338); Pencabulan 

(Pasal 289, 290, 292, 293 (1), 294, 295 (1). Khususnya Pasal 285 tentang Perkosaan 

merupakan suatu perbuatan yang sangat menggoncangkan perempuan sebagai korban 

kekerasan seksual karena menanggung aib seumur hidupnya dan mengakibatkan dampak 

yang sangat besar dalam kelangsungan hidupnya sehingga ancaman hukuman yang 

diberikan adalah 12 (dua belas) tahun. 

B. Saran 

Sosilisasi tentang UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam 

Rumah tangga harus dilakukan secara kontinyu karena dalam UU tersebut jelas 

dicantumkan tentang bentuk-bentuk kekerasan yang dapat terjadi pada anak dan 

perempuan sehingga masyarakat mengetahui dan mengerti klasifikasi kekerasan terhadap 

anak dan perempuan terutama kekereasan seksual dimana khusus untuk kekerasan seksual 

pelaku mendapatkan hukuman penjara yang begitu berat dan hukuman denda yang besar 

jumlahnya.  

Hendaknya pemerintah berlaku adil bagi perempuan korban pelecehan seksual apapun 

yang dialaminya di Kota Palu 
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